BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa tindakan Pemerintah Eritrea dalam = memberikan hukuman
penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan kepada warga negaranya yang
menganut agama diluar agama yang terdaftar dan disetujui negara tersebut,
serta menolak dinas militer atas dasar hati nurani, melanggar ketentuan
Pasal 18 ICCPR sebagai dasar hak kebebasan berpikir, bernurani, dan
beragama. Negara Fritrea juga terbukti melanggar berbagai pasal yang ada
dalam kovenan tersebut antara lain Pasal 9, 15, 26, dan 27. Eritrea tidak
melindungi kebebasan beragama dan kebebasan untuk menjalankan agama
para warga negaranya dengan menghukum dan memenjarakan mereka
tanpa adanya alasan yang jelas dan dengan tanpa adanya proses pengadilan.
Komite HAM PBB perlu terus mendesak Eritrea untuk dengan tegas dan
jelas memperbaiki penerapan hukum yang ada terkait kebebasan beragama,
dan membuat hukum yang menjamin adanya dinas alternatif bagi para

penolak dinas militer atas dasar hati nurani.

B. Saran
Berdasarkan analisis data dan kesimpulan yang ada, maka dapat

diajukan saran-saran sebagai berikut:
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(1). Eritrea perlu segera membebaskan para tahanan yang merupakan
anggota kelompok agama yang tidak terdaftar, termasuk Saksi-Saksi
Yehuwa, dan para tahanan penolak dinas militer atas dasar hati nurani.

(2). Eritrea juga perlu mengatur ulang penerapan hukum yang ada terkait

penjaminan hak dan mengacu pada standar
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